BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

Menimbang

Mengingat

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

bahwa Dana Alokasi Khusus digunakan daerah untuk
mendukung pemenuhan standar pelayanan minimal,
pencapaian prioritas nasional dan percepatan
pembangunan di daerah;

bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan
Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana
Alokasi Khusus Fisik dan Surat Direktorat Jenderal Bina
Pembangunan Daerah Nomor 900/2743 tanggal 24 Juni
2019 mengamanatkan pembagian peran verifikator dan
pembentukan Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan
Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan
Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana
Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1763);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5);

6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor
53);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan

Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik

Kabupaten Bolaang  Mongondow, dengan susunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan Verifikasi terhadap rancangan usulan program
dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi
Khusus Fisik dalam sistem berbasis elektonik, sesuai
dengan pembagian peran yang diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan
Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi
Khusus Fisik yakni dengan rincian:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
melalui Bagian Administrasi Pembangunan dan
Perekonomian memiliki tugas yaitu melakukan
verifikasi dengan menilai kesesuaian rancangan usulan
program dan kegiatan pembangunan daerah melalui
Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas dan
kebutuhan daerah serta dukungan pemenuhan standar
pelayanan minimal;

b. Perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah melakukan verifikasi dengan menilai kesesuaian
rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan
daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap
prioritas nasional dan dukungan pencapaian target
pambangunan daerah dalam dokumen perencanaan
daerah; dan
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c. Perangkat daerah Badan Keuangan Daerah melakukan
verifikasi dengan menilai kesesuaian rancangan usulan
program dan kegiatan pembangunan daerah melalui
DAK Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang
diusulkan berdasarkan standar biaya daerah.

2. Melakukan koordinasi yang melibatkan perangkat daerah
pengusul Dana Alokasi Khusus Fisik berkenaan dengan
usulan yang akan diperbaiki sesuai hasil verifikasi.

KETIGA Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim
Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibentuk
Sekretariat yang berkedudukan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud
Diktum KEDUA, Tim Koordinasi bertanggung jawab dan
menyampaikan laporan kepada Bupati Bolaang Mongondow.

KELIMA Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEENAM Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini
terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan
sebagaimana mestinya.

KETUJUH Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
ggal 10 Jpnuant 2020 /S/
\OLAANG MONGONDOW,/
\
PREDJO MOKOAGOW
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR e 1 TAHUN 2020

TANGGAL : R dWwem 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK

TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

KETUA . Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
SEKRETARIS : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow
ANGGOTA : 1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow
2. Kepala Bagian  Administrasi Pembangunan  dan
Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow
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